BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING

QO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'?\
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa Stunting yang disebabkan oleh beberapa
faktor yang bersifat multi dimensi memiliki
prevalensi tinggi dan dapat menghambat upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan
pembangunan kualitas sumber daya manusia,
sehingga diperlukan Percepatan Penurunan dan
Pencegahan Stunting terintegrasi untuk
menentukan 1000 Hari Pertama Kehidupan {HPK)
yvang berkualitas;

O b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam
Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5493);

y
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor &7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
172);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); , /
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1424);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 961);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan llir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Hir Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. //
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. Pemerintah  Kabupaten adalah  Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir.

. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Ogan

Ilir;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat Dberdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan

dan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belamja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang
atau tinggi badannya berada di bawah standar yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Konvergensi adalah sebuah pendekatan yang secara
terkoordinasi terpadu dan bersama-sama kepada
target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga
prioritas dilokasi dengan prioritas penanganan.

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya

11.

disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan
yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga
keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong
diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki
peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan
kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan,
dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat
berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif.
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12.Dana Desa adalah dana yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan
Masyarakat.

13.Intervensi  Spesifik adalah  kegiatan yang
dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung
terjadinya stunting.

14.Intervensi  Sensitif adalah  kegiatan  yang
dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak
langsung terjadinya Stunting.

15. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya
yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi
Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen,
holistik integratif, dan berkualitas melalui kerja
sama multisektor di pusat, daerah, dan Desa.

BAB I
STRATEGI, SASARAN, PILAR PENCEGAHAN DAN
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 2

(1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting,
ditetapkan strategi Kabupaten dalam Percepatan
Penurunan Stunting.

(2) Strategi Kabupaten dalam Percepatan Penurunan
Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi Stunting;

b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan
berkeluarga;

¢. menjamin pemenuhan asupan gizi;

d. memperbaiki pola asuh;

e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan; dan

f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi / /
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Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan
kelompok sasaran meliputi:

remaja;

calon pengantin;

ibu hamil;

ibu menyusui; dan

anak berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima
puluh sembilan) bulan.

0 po P

Bagian Ketiga
Pilar Pencegahan

Pasal 4

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan dicapai
melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi
Kabupaten dalam Percepatan Penurunan Stunting.

(2) Pilar strategi Kabupaten Percepatan Penurunan
Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan
di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku
dan pemberdayaan masyarakat;

c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Desa;

d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada
tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

e. penguatan dan pengembangan sistem, data,
informasi, dan inovasi.

Bagian Keempat
Kegiatan

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan strategi Kabupaten dalam
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, disusun rencana aksi
Kabupaten melalui pendekatan keluarga berisiko
Stunting.

/
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(2} Rencana aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang
paling sedikit mencakup:
a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon
pasangan usia subur;
d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
e. audit kasus Stunting.

Pasal 6

(1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a
bertujuan untuk menyediakan data operasional
melalui:

a. penapisan Kesehatan reproduksi bagi calon
pengantin/calon Pasangan usia subur 3 (tiga)
bulan pranikah;

b. penapisan ibu hamil;

c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan
pangan, pola makan, dan asupan gizi;

d. penapisan keluarga dengan pasangan usia
subur pasca persalinan dan pasca keguguran;

e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak
berusia dibawah lima tahun;

f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan
sarana jamban dan air bersih;

g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan
sarana rumah sehat; dan

h. penapisan keluarga terhadap pemahaman
pernikahan usia dini.

(2) Pendampingan  keluarga  berisiko Stunting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf
b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi
dan pelayanan melalui:

a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon
pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ wajib diberikan 3 (tiga)
bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan
nikah.
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(4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana
dimaksud dalam pasal Pasal 5 ayat (2) huruf d
digunakan sebagai pertimbangan pengambilan
tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan
Penurunan Stunting.

(5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari
penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya
pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

Pasal 7

(1) Strategi Kabupaten dalam Percepatan Penurunan
Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
rencana aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pemangku
kepentingan dalam rangka  melaksanakan
Percepatan Penurunan Stunting.

(2) Dalam rangka melaksanakan Percepatan
Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Desa melaksanakan program dan Kkegiatan
Percepatan Penurunan Stunting.

(3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Desa melakukan:

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;

b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan; dan;

d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan
melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat Desa.

(2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan
Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting.

i/
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(3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan
kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat Desa, kepala Desa
menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting
tingkat Desa.

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat Desa.

(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa
melibatkan:

a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup
bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan
lingkungan,;

b. penyuluh keluarga berencana atau petugas
lapangan keluarga berencana;

c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan
keluarga; dan

d. pembantu pembina keluarga berencana Desa
dan/atau sub pembantu pembina keluarga
berencana Desa/KPM, kader dan/atau unsur
masyarakat lainnya.

(4) Susunan Keanggotaan tim Percepatan Penurunan
Stunting tingkat Desa disesuaikan dengan
kebutuhan Pemerintahan Desa.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan

untuk:

a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;

b. memberikan umpan balik bagi kemajuan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;

¢. menjadi pertimbangan perencanaan dan
penganggaran serta peningkatan akuntabililtas
Percepatan Penurunan Stunting;

a
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d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap
kegiatan, keluaran, dan target strategi nasional
Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi
nasional; dan

e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi
untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan
Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting dilakukan oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan

Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didukung dengan:

a. sistem manajemen data terpadu di pusat,
daerah, dan desa dengan memaksimalkan
sistem informasi yang sudah ada melalui
mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. riset dan inovasi serta pengembangan
pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu} tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pemerintah ~ Desa  menyampaikan  laporan
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
kepada bupati 2 (dua) kali dalam 1 {satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bagi percepatan penurunan dan
pencegahan Stunting integrasi di kabupaten dan
kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten, APB Desa, dan sumber-
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. / /




-11-
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Hir.

Ditetapkan Di Indralaya
pada tanggal, 26 AfeiL 2022
BUPATI OGAN ILIR

dto

PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 ApeiL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

A

IMTIHANA, SH, M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 197502172008012001




